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ABSTRAK
Perbuatan melawan hukumdapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-
prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku
berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari
interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu
gugatan yang tepat. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan
Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. metode pelaksanaan yang digunakan
adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Unsur
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri
Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)
Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan untuk lebih
memahami Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan :
Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat
Indonesia (UPMI) Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Unsur Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor:
389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan
dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan
manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian
materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Unsur Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor:
389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.
(2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya
diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana
Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas
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Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan Unsur Perbuatan Melawan
Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017
Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, hukum perdata, putusan hakim

PENDAHULUAN

Setiap anggota atau warga masyarakat memiliki kepentingan dan banyak
perbedaan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan kepentingan tersebut dapat
menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan bahkan menjurus kearah terjadinya
kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan-benturan akibat
perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hukumyang mengikat
yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.

Dengan adanya hukum, hak-hak serta kewajiban-kewajiban anggota masyarakat
dapat dijaga dan dipelihara agar tercipta suatu kehidupan yang teratur, tertib, dan
damai. Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah
ditetapkan, akan tetapi dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul
suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap
pihak yang lain sehingga pihak lain itu dirugikan haknya.

Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur
dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh
menghakimi sendiri (arbitrary action), tetapi ia harus bertindak berdasarkan
peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang.

Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya
secara damai, maka dapat minta bantuan penyelesaian melalui Pengadilan yang
telah diatur dalam hukum acara perdata(civil procedural law) yang mengatur
proses penyelesaian perkara sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan
putusan. Mengajukan tuntutan hak dalam hukum acara dilakukan berdasarkan
adanya sengketa, yaitu adanya dua pihak yang bersengketa, misalnya perebutan
hak atas tanah, rumah dan sebagainya,namun ada juga tuntutan hak yang tidak ada
sengketa, yang disebut perkara permohonan. Perkara yang ada sengketa antara
dua pihak atau lebih disebut perkara gugatan, yang pihaknya adalah Penggugat
dan Tergugat.

Sekalipun telah ditentukan pedoman atau aturan-aturan, namun dalam kehidupan
masyarakat kadang-kadang dengan sadar atau tidak sadar telah melanggar sendiri
aturan-aturan tersebut, dan karena pelanggaran tersebut merugikan orang lain
yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut
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dapat bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, kewajiban hukum maupun
bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan di masyarakat yang mewajibkan
pelaku membayar ganti rugi kapada pihak yang dirugikan. Dalam sistematika
KUHPerdata hukum yamg mengatur hubungan antara orang yang satu dengan
yang lainnya diatur dalam Buku III tentang Perikatan.

Perikatan atau hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang
dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Perikatan dapat timbul baik karena
perjanjian maupun karena undang-undang,dalam perikatan yang timbul karena
perjanjian, kedua pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri
dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan
perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban pihak-pihak
ditetapkan oleh undang-undang.Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai
akibat dari perbuatan orang. Perbuatan orang itu diklasifikasikan menjadi
dua,yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai
dengan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Dalam metode pelaksanakan dilakukan kegiatan ini akan dilakukan di Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini akan
melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini
diharapkan peserta mempunyai kemauan untuk mengikuti sosialisasi Penerapan
Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Konsep yang ditawarkan adalah dengan mmelaksanakan kegiatan ini akan
dilaksanakan dengan metode sosialiasi yang dilaksanakan dengan cara ceramah,
tanya jawab dan konseling tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam
Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Selanjutnya akan ditampilkan
secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nara sumber dengan melakukan ceramah singkat, digunakan untuk
menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar
keterampilan.

2. Kegiatan dengan melaksanaan acara tanya jawab, digunakan selama proses
penyuluhan dan konseling.

3. Kegiatan yang mencakup sosialisasi dan konseling, digunakan untuk
memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
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4. Sudah dilaksanakan acara sosialisasi yang dipusatkan di Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua peserta penyuluhan terlihat antusias dengan materi penyuluhan yang
diberikan. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta dengan diskusi yang aktif
dari awal acara sampai dengan berakhirnya acara. Sehingga secara umum,
penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Hal ini karena dukungan sepenuhnya oleh
pihak kampus, tempat berlangsungnya penyuluhan yang berupa sarana dan
prasarana penyuluhan serta bantuan dalam mengumpulkan peserta penyuluhan.
Kegiatan serupa sangat dibutuhkan untuk diterapkan setiap akhiir semester dan
diagendakan kampus.

KESIMPULAN

Semua kgiatan sosialisasi tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam
Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar.
Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini
ditunjukkan antara lain ditampilkan dibawah ini: Berbagai kegiatan yang
mencakup kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami
tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan :
Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat
Indonesia (UPMI) Medan. Dalam setiap kegiatan penyuluhan dan respon yang
positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat
dalam rangka implementasi Sosialisai unsur perbuatan melawan Hukum dalam
Hubungan keperdataan: Putusan Menteri Nomor: 389/PDT/2017 di Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.
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